
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1999 

TENTANG 
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan 
pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, 
makmur dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945; 

      b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan 
pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi 
peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan 
berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, untuk diperlukan keikutsertaan masyarakat 
keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat; 

      c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui 
penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem 
keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan; 

      d. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang 
Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu 
ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 

23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
      2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

      3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

 
Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIMBANGAN 
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 

suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara 
kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara 
proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan 
memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan 
dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 
pengawasan keuangannya; 

2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

4. Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

5. Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah 
Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
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6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati 
bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

8. Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

9. Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

10. Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

11. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah 
salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara 
yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat 
bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim 
terjadi dalam perdagangan; 

16. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah 
Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk 
membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi; 

17. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah 
dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk 
membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan; 
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18. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

19. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 
tertentu; 

20. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan 
Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam 
Lembaran Daerah. 

 
BAB II 

DASAR-DASAR PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

(1) Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi dibiayai atas beban APBD. 

(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh 
perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi 
dibiayai atas beban APBN. 

(3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 
perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan 
dibiayai atas beban APBN; 

(4) Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah 
Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya. 

 
BAB III 

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN 

PELAKSANAAN DESENTRALISASI 

 

Bagian Pertama 

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 

Pasal 3 

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi 
adalah : 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Dana Perimbangan; 
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c. Pinjaman Daerah; 
d. Lain-lain Penerimaan yang sah. 

 
Bagian Kedua 

Sumber Pendapatan Asli Daerah 
 

Pasal 4 
Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a terdiri dari : 
a. hasil pajak Daerah; 
b. hasil retribusi Daerah; 
c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

Daerah lainnya yang dipisahkan; 
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
 

Pasal 5 
(1) Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dengan 
Undang-undang. 

(2) Ketentuan mengenai perusahaan milik Daerah dan pengelolaan 
kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Ketiga 

Dana Perimbangan 
 

Pasal 6 
(1) Dana Perimbangan terdiri dari : 
 a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Jak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari 
sumber daya alam; 

 b. Dana Alokasi Umum; 
 c. Dana Alokasi Khusus. 
(2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan 

imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% 
(sembilan puluh persen) untuk Daerah. 


